



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Perencanaan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum dan 
beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa sebegain WP Badan 
termotivasi melakukan perencanaan pajak karena beberapa alasan. Penelitian ini 
dilakukan pada 90 WP Badan yang terdaftar di beberapa wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Madya (KPP) Madya Denpasar yaitu WP Badan yang berlokasi di 
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang diwakili oleh staf pajak maupun staf 
keuangan dan memiliki pemahaman mengenai pajak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-daktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak (WP) Badan 
melakukan perencanaan pajak. 
Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa setiap kebijakan perpajakan 
baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak mempengaruhi motivasi WP Badan 
untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan, WP Badan memiliki 
pemahaman yang kurang mengenai kebijakan yang dapat digunakan dalam 
menyusun strategi perencanaan pajak. Dengan ketatnya kebijakan perpajakan yang 
berlaku, akan membuat WP Badan cenderung memilih patuh untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Selain itu, grey area yang terdapat pada undang-undang perpajakan tidak 
membuat WP Badan termotivasi untuk melakukan perancanaan pajak. Hal ini 
dikarenakan pengetahuan WP Badan dalam memahami karakter dari jenis usahanya 
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sangat kurang. Untuk setiap jenis usaha yang dimiliki WP Badan, tentunya 
memiliki perlakukan yang berbeda dalam undang-undang perpajakan.  
Di sisi lain, adanya moral wajib pajak yang baik dapat memotivasi WP 
Badan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tidak menyalahi aturan yang 
ada dalam perundang-undangan. Semakin baik moral wajib pajak tersebut, maka 
semakin tinggi pula motivasi WP Badan melakukan perencanaan pajak dengan 
tidak melanggar undang-undang yang berlaku.  
Hasil penelitian ini juga menujukkan bahwa besar atau kecilnya 
kemungkinan pelanggaran terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak 
mempengaruhi motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak baik 
secara formal maupun material. Dalam hal ini pemeriksaaan pajak merupakan 
upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewangan oleh WP yang 
telah diberikan kepercayaan oleh fiskus melalu self assessment system agar 
kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
Semakin bertambah perbedaan perlakuan tarif pajak di Indonesia, tidak 
membuat motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini 
dikarenakan kurang memahami alternatif-alternatif pembebanan yang dapat 
dimanfaatkan pada saat penghitungan akhir laporan keuangan entitas agar dapat 
dikenakan dengan tarif pajak yang rendah dan WP Badan lebih memilih 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Selanjutnya, loopholes dapat dimanfaatkan WP Badan untuk 
meminimalkan beban pajak atau tidak membayar sama sekali. Pengetahuan WP 
Badan sangat diperlukan dalam menentukan loopholes yang menguntungkan, maka 
dari itu semakin bertambah celah-celah (loopholes) yang terdapat pada peraturan 
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perpajakan beserta semakin bertambah pengetahuan WP Badan dalam menentukan 
loopholes, akan semakin meningkatkan motivasi WP Badan untuk melakukan 
perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajaknya. Begitu juga 
dengan kondisi keuangan WP Badan yang semakin baik, maka akan semakin 
memotivasi wajib pajak badan untuk melakukan praktik perencanaan pajak 
sehingga dapat mengefisiensikan alokasi dana perusahaan.  
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat dijadikan arah bagi 
penelitian selanjutnya, yaitu nilai R2 menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, 
undang-undang perpajakan, moral wajib pajak, resiko deteksi, loopholes, dan 
kondisi keuangan sebagai variabel independen hanya dapat menjelaskan motivasi 
WP Badan melakukan perencanaan pajak sebagai variabel dependen sebesar 
53,3%. Hal ini menunjukkan variabel lain yang dapat menjelaskan determinan 
motivasi WP Badan melakukan perencanaan pajak yang masih cukup banyak. 
Namun, karena penelitian ini hanya menggunakan tujuh variabel tersebut, maka 
peneliti tidak dapat menjelaskan variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
motivasi WP Badan melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan keterbatasan 
dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambahkan variabel yang mungkin saja dapat mempengaruhi 
WP Badan dalam melakukan perencanaan pajak, dengan mempertimbangkan 
variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dan juga diharapkan 
dapat meneliti subjek yang berbeda yaitu WP Orang Pribadi yang memiliki usaha 
terkait perencanaan pajak, dengan menambahkan variabel moderasi seperti fraud 
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